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ABSTRAKSI:

CATATAN

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48/PERMEN-KP/2019 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan
Perikanan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka
Dekonsentrasi dan Penugasan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Tugas
Pembantuan Tahun Anggaran 2020;

bahwa dengan adanya perubahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Negara Tahun Anggaran
2020, perlu dilakukan perubahan alokasi anggaran program dan kegiatan yang
dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah untuk Dekonsentrasi dan
Penugasan kepada Pemerintah Daerah guna Tugas Pembantuan;

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Bidang
Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam
rangka Dekonsentrasi

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24/09/2020

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran: 40 him



